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TAHUl'f 2017 

BUPA:TI BARlTO UT.ARA, 

a. bahwa dalam rangka tercapainya sinergitas kebijakan dalam 
melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan 
serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran dan pengawasan antara pusat dan 
daerah yang be,:pedoman pada peraturan perundang-undangan, 
perlu ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah; 

b . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat !1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruJ a dan huruf b, dipandangan perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Barito Utara tentang Rencana Kerja Pembangunan 
Oaerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2017; 

l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 · Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengao Undang-Undang Nomor 8 Tahon 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II 
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Oarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undan_g Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaban Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu.n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
1.ndonesiaNomor 4405); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 25, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintaban Antara Pemerintab, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintaban Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan J angka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; 

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, PengendaJian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Wajib clan Pilihan yang menjadi 
Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah 
beberapa ka!i diubah terakhir dcngan Peraturan Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Oaerah 
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 4); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Nomor 9); 

Memperhatikan 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 - 2025; 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018; 

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Provinsi Kalimantan Tengab Tahun 2015; 

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2017. 

MEIIWTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAliUN 2017. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pua11 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

I. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 
4 . Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalab 

Penjabaran dari RPJMO dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat 



rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik 
dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun clitempuh 
dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut 
RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun. 

6. Ren.cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya clisebut 
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (Iima) tahun. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
Perangkat Daerah Pada Pemerintah satuan kerja Kabupaten Barito Utara. 

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim 
yang clibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipi.mpin oleh sekretaris 
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut 
DPPKA adalah OPPKA Kabupaten Barito Utara. 

10. Badan Perencanaan Petnbangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda 
adalah Bappeda Kabupaten Bento Utara. 

BABU 
RENCANA KERJA PEMBAJfOUKAN DAERAH 

Pual2 

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 clisusun mengacu kepada 
Raperda RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten 
Barito Utara Tahun 2013-2018, RPJMD Provinsi Kali.mantan Tengah Tahun 
2015 dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017. 

(2) RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagai pedoman bagi : 
a. pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017; dan 
b. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyusun 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 20 l 7. 

Pual3 

(1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2017 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) hu.ruf a, menggunakan RKPD 
Tahun 2017 sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 
Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dibahas 
bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran 
(Banggar) DPRD cli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara. 

(2) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (2) huruf b, menggunakan 
RKPO Tahun 2017 sebagai bahan dalam menyusun Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Pual4 

(1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan 
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berisi uraian tentang keluara.n 
kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d.isampaikan kepada DPPKA dan 
Bappeda paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhimya triwulan yang 
bersangkutan. 



(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan 
evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

PualS 

Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2017 berdasarkan RKPD Ka bu paten Bari to 
Utara Tahun 2017. 

Pua.16 

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPO) Kabupaten Barito Utara Tahun 
2017, sebagaj dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang 
dimulai dari tanggal l Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017. 

(2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABm 
KETENTUAN PENUTUP 

Pua17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini den nem atann a dalam Berita. Daerah Kabupaten Barito Utara. 

IAPPEDA KAB. BARtlT 
JAIIATAN 

PEUKSANA 

Oiun eweh 
pada tanggal April 2016 

SEKRETARIS DAERAH 

KAB~UTARA, 

~mm 

BERJTA DAERAH KABUPATEN 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

F m FAUZ, 
NIP. 1~ 211998031 004 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal April 2016 
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